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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran magashid syariah dalam 

perspektif zakat perusahaan, antara lain ijtihad kontemporer adalah dan 

perluasan entitas  harta yang perlu  dikeluarkan zakat nya. Zakat perusahaan 

pada biasanya dianalogikan pada sumbangan perdaganan, perihal itu cocok 

dengan opini Muktamar Zakat  global, serta berlandaskan pada opini ulama 

.(Ridlo, 2007, perihal. kinerja) Perusahaan patut menghasilkan zakat , sebab 

kehadiran perusahaan ialah selaku lembaga hukum maupun yang diduga 

orang. Oleh sebab itu diantara perseorangan itu setelah itu muncul transaksi  

peminjaman, menjual,berkorelasi dengan pihak luar, serta pula  menjalani 

kerjasama. seluruh peranan serta hasil kesimpulannya serta dinikmati dengan 

cara sama, termasuk di dalamnya peranan pada Allah SWT dalam tatanan 

zakat (Reza, 2012). Metedologi yang dipakai dalam riset ini merupakan adalah 

model kualitatif deskriptif.Adapun  penelitian dengan model inidimulai dengan 

langkah mengumpulkan informasi primer membuat deskripsi-deskripsi,  

menyusun  dengan sistematis  semua  data/informasi  tersebut  serta 

penyajian pembahasan dan analisis berupa deskripsi naratif. Penelitian ini 

memfokuskan kepada studi kepustakaan,  yang  mana  proses penelitiannya  

memprioritaskan  data  kepustakaan. Atau dalam  istilah  lain  disebut 

penelitian library research. Sedangkan library research itu sendiri merupakan 

aktivitas penelitian  yang  mengedepankanpenggalian  data  dengan  

menelaah  berbagai  literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional 

 

ABSTRACT  

This study aims to determine the role of sharia magashid in the perspective of 

corporate zakat, including contemporary ijtihad and the expansion of property 

entities that need to be issued zakat. Corporate zakat is usually analogous to trade 

donations, this is in accordance with the opinion of the global Zakat Conference, 

and is based on the opinion of scholars (Ridlo, 2007, regarding performance) 

Companies should produce zakat, because the company's presence is as a legal 

institution or what people think. Therefore, between individuals, after that, there 

are lending transactions, selling, correlating with outside parties, and also 

undergoing cooperation. all roles and the results of the conclusions are enjoyed in 

the same way, including the role of Allah SWT in the zakat arrangement (Reza, 

2012). The methodology used in this research is a descriptive qualitative model. The 

research with this model begins with the steps of collecting primary information, 

making descriptions, systematically compiling all the data/information and 

presenting the discussion and analysis in the form of narrative descriptions. This 

research focuses on literature study, in which the research process prioritizes 

library data. Or in other terms it is called library research. While library research 

itself is a research activity that prioritizes data mining by reviewing various 

literatures such as scientific books, national journal articles. 
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PENDAHULUAN 

 

Istilah magashid syari’ah mimiliki dari 2 kata yaitu, maqashid serta  syari’ah. Maqashid yakni 

tatanan jamak maqashid yang arti kesengajaan ataupun tujuan, syari‘ah berarti jalur mengarah akar  

air. jalur mengarah sumber  air ini mampu pula dipandang selaku jalur kearah pangkal penting 

kehidupan.bagi asy-Syatibi, maqashid syari‘ah ialah tujuan syari‘ah yang lebih mencermati 

kebutuhan normal. seperti  yang   memiliki  di  dalam  kamus  serta  definisinya  kalau  syariat  yakni 

hukum yang diresmikan olehAllah buat hamba-Nya mengenai hal agama, maupun, hukum yang 

diresmikan serta diperintahkan Allah bagus berwujud  seperti (shaum, shalat, haji, amal, serta 

semua kebijakan kebaikan) maupun  muamalah  yang  menggerakkan  kehidupan individu (jual, beli, 

janji, dan lain-lain). Allah SWT berfirman: 

 
كنَْلَعثَ َّ مثُ  ََ ٍَةَعْكرَثَ ىَنَع  ِّثَ  َ َ ةثَ َاَْث  َْ عِّْثَ َءَْاََهْثَ اعَهُتَثْ اَاَث اهُكَْبَف افَ  َْ اْعثَ اَث َُ   عَكْنَم 

 

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, 

maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak 

mengetahui."(QS. Al-Jasiyah 45: Ayat 18) 

 

Al-Qur'an kitab Islam, ada dasar dasar, serta Al-Qur'an ada bermacam peraturan. Di 

golongan para ulama   terlihat yang memilah isi Al-Qur'an selaku 3 pihak besar, ialah aqidah, 

khuluqiyyah, serta pula  amaliyah. Aqidah berpautan dengan prinsip agama. Khuluqiyyah berpautan 

dengan etika serta pula  tindakan. Amaliyah berpautan dengan pandangan hukum yang menuju 

dari aqwal (ekspresi ), serta juga  af'al (sikap orang). saat sebelum kita bertindak dalam pemaknaan 

maqashid asy syari'ah, terlebih awal kita jelaskan pengertian syari'at khusus. Dalam literatur  hukum 

Islam, kita sanggup mendapatkan penjelasan  para ulama  mengenai syari'at ini. Pada kurun waktu 

akar, syari'at ialah al-nusus al-Muqaddas dari Al-Qur'an dan juga sunnah mutawatir yang belum 

serupa dengan pemikiran masyarakat. 

Di dalam bentuk serupa syariah, yang dikatakan itu adalah al-tariwah al mustaqimah. 

Kandungan syari'ah dalam pengertian telah meliputi aqidah amaliyah, serta khuluqiyyah. bagi 

sebutan, maqashid syari'at yakni isi nilai-nilai yang jadi dengan tujuan hukum. Jadi, Maqashid 

Syari'ah yakni tujuan yang berharap dijangkau dari sebuah ketetapan hukum. 

Zakat yaitu salah satu dari rukun Islam. alhasil zakat sebagai normatif yaitu sebuah 

keharusan  yang dipunyai oleh tiap-tiap orang orang islam. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu 

fondasi religiositas seseorang orang islam, serta zakat pula bisa dijadikan selaku penanda mutu 

keislaman yang yaitu komitmen kekompakan seseorang orang islam dengan sesama orang islam 

yang lain. sumbangan jua yaitu sebuah ibadah yang mempunyai angka sosial yang besar . kecuali 

itu, zakat pula berikan akibat positif pada ketenteraman publik. apabila dengan berzakat kaum 

banyak (muzakki) bisa mengalokasikan separuh hartanya terhadap kaum  miskin (mustahiq), alkisah 

terjadilah ikatan yang setem antara kaum banyak serta  miskin. alhasil kalangan   miskin bisa 

menjalan gerakan ekonomi dengan kehidupan  

Dan zakat ada serta sangat peran dalam jangkauan luas. Salah satu kedudukan dipunyai 

zakat yakni kedudukannya dalam kurangi angka kemiskinan masyarakat, serta zakat dihimpun pada 

amil zakat yang seterusnya diurus dengan positif serta zakat alhasil disalurkan pada mustahiq. 

Dengan seperti itu, diharapkan mustahiq hendak berganti status sebagai muzakki. akibatnya angka  

kemiskinan  di publik mampu ditekan dengan merombak status mustahiq sebagai muzaki. 

 

LANDASAN TEORI 
 

   Indonesia ialah negara terbesar di asia tenggara maupun dunia dan memiliki ribuan 

kepuluan dan dengan penduduk yang besar termasuk 10 besar di dunia sebanyak 274 juta jiwa, dan 

islam juga mayoritas di negara Indonesia, islam di Indonesia dengan penduduk 237.53 juta jiwa per 
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31 desember 2021 berdasrkan data kementrian dalam negeri (kemendagri) dengan setara 86,9% 

dari populasi indonesia, dan islam di Indonesia terbanyak nomor 1 di dunia stidaknya pasti mampu 

menunaikan zakat lebih-lebih zakat perusahaan yang potensi yang cukup besar yaitu 114 triun atau 

dengan persentase sebesar 52,5% dari kemampuan zakat, perhitungan pemberian zakat 

perusahaan yang dapat diakumulasi  majelis   pengelola  pemberian   amat   kecil. BAZNAS  saja, 

pada 2013, layak menghimpun Rp5,3 miliar  (institut  zakat Nasional, 2014). manajemen kebaikan 

diawali beriringan pada 26 Juli 1999 yakni   dengan keterangan  pemerintah  yang di awali  oleh 

Menteri Agama. mengatasi permintaan  pemimpin DPR RI nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999. 

Pengertian dari  zakat (amal) perusahaan yaitu hasil dari ijtihad dalam meluaskan pokok 

harta yang segera keluarkan zakat nya. Zakat perusahaan pada biasanya dianalogikan dengan zakat 

perdagangan, tentang ini cocok dengan pernyataan Konferensi  Zakat  Internasional, serta menurut 

pernyataan para ulama . (Ridlo, 2007, hlm. 123 ) Perusahaan  harus menghasilkan zakat, gara-gara 

perusahaan itu berbaserta hukum alias dianggap sebagai orang. Oleh karna itu, diantara individu-

individu itu selanjutnya keluar perundingan pinjam meminjam, jual beli, berkaitan dengan pihak 

luar, serta serta menjalakan kerjasama. seluruh keharusan dan hasil alhasil ditanggung  bersama, 

tercantum kewajiban  pada Allah SWT dalam bentuk zakat (Reza, 2012). 

Para pakar Ekonomi menerangkan bahwa dagangan jika produk-produk dasar tidak terbatas 

pada dagangan  yang merupakan  sifat  konvensional pada rasio, daerah, serta tingkatan kecil. 

Perusahaan yang diatur oleh Perusahan mematahkan bermacam sisi kehidupan, dalam rasio besar 

serta sebuah daerah, justru dampingi negara dalam ekspor memasukkan. paling tidak bagi Brande, 

perusahaan  rata-rata meliputi 3 perihal hebat: 

1. Perusahaan yang menciptakan produk terpilih. jikalau dihubungkan dengan tanggungan Zakat, 

produk produk perlu dibuang dan juga dipunyai oleh orang-orang orang islam ataupun kalau 

pemilik berbagai macam bervariasi, maka atas dasar kepemilikan Islam. 

2. Perusahaan yang berkiprah dalam layanan, seperti perusahaan segi layanan konsultasi hukum 

(pengacara / pengacara), keuangan, transportasi, dll. 

3. Perusahaan yang berkiprah dalam bidang finansial, serupa lembaga keuangan (finansial), bank 

dan non-bank seperti asuransi, reksa dana, selokan serta uang lainnya) 

METODE PENELITIAN 

 
   Dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Pencarian dengan jenis ini dimulai 

dengan langkah-langkah mengumpulkan informasi utama dengan membuat deskripsi, menyusun 

data / informasi sistematis dan penyajian diskusi dan analisis dalam bentuk deskripsi naratif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Zakat dan Maqashid al-Syariah   

 

 Zakat  merupakan sebagian daripada kekayaan atau harta itu dengan keperluan tertentu 

bahwa Allah telah yang diwajibkan pada hambanya untuk diberikan kepada hak untuk diterima 

dengan keperluan tertentu dalam hal ini pula terdapat beberapa  ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi 

yang memberitahukan serta selaku dasar kewajiban untuk melaksanakan zakat, di antara mereka 

surat Al-Baqarah ayat 43, 267, surat Al-Aname ayat 14 dan SURAT AL-TAUBAH ayat 103. Zakat 

kepada Islam adalah kultus dan institusi utama dan merupakan salah satu tonggak agama Islam 

yang tertinggi. Zakat dalam Islam adalah sebahagian daripada harta yang diterima oleh umat Islam 

kepada mereka yang mempunyai hak untuk menerima (miskin)  berdasarkan nama Allah dengan 

harapan untuk mendapatkan kebesaran, mengejar jiwa dan kesejahteraan yang semakin 

meningkat. 

  dalam perihal  ini,  harus difahami jika Zakat bukan sekadar orang yang penuh belas 

kasihan yang mampu mampu, tetapi Zakat adalah kewajipan orang yang bagi  mampu dan hak-hak 
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golongan miskin. Kewajipan Zakat adalah kewajipan yang bukan hanya membimbangkan perbuatan 

penyembahan Mahdhah, tetapi adalah tindakan sosial yang berhubungan  dengan publik yang luas, 

maka dalam hal ini terdapat dua kewajiban kewajiban kepada Tuhan dan manusia lain. 

  Zakat  bukan matlamat, namun Zakat  yaitu perkakas guna menyentuh matlamat guna 

menciptakan keseimbangan sosial guna memperdayai kesulitan. sumbangan yaitu salah satu teknik 

guna sediakan insurans sosial yang pernah ditunjukkan oleh Islam. Islam tidak membutuhkan 

kewujuserta orang yang terlantar tanpa santapan, baju serta rumah guna keluarganya. seseorang 

orang islam menukas menggenapi keperluannya dengan bertindak serta bertindak keras, namun 

apabila dia tidak sanggup, publik yaitu bernilai dan menutup melengkapi, dan tidak boleh 

ditinggalkan sendirian, dalam kelaparan, telanjang dan tidak malu. Seperti dalam keterangan di atas, 

bahawa gantung anggaran zakat dalam bagai struktur  inonasi pengedaran diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

Pertama, model pengedaran penggunaan tradisional, iaitu zakat diagihkan kepadanya, dia 

adalah mustahil untuk digunakan dengan cara semacam zakat fitrah Diberi kepada golongan miskin 

untuk memenuhi keperluan harian pusat membeli-belah zakat yang diedarkan kepada mangsa 

bencana alam.  

Kedua, model kreatif adalah kreatif kreatif, iaitu zakat yang dicipta dalam wujud lain benda, 

seperti yang ditunjukkan dalam bentuk alat atau biasiswa sekolah.  

Ketiga,model pengedaran produktif konvensional adalah zakat yang diserahkan dalam 

bentuk produk produktif misalnya kambing, lembu, pisau cukur dan sebagainya. 

Keempat, model pengedaran wujud dalam hal yang  inovatif adalah zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk permodalan yang baik untuk membangunkan projek-projek sosial atau meningkatkan 

pengendali modal usahawan kecil. 

  Dalam sudut pandang Maqashid Al-Syariah, berdasarkan 2 sumber pengajaran agama 

islam, baik  Al-Qur'an maupun Hadis, dalam dasar hukum, dibidang bagian Mu'amalah, 

dibangunkan para alim ulama, di antaranya adalah semua -syathibi yang telah membangunkan 

sebuah  pokok atau prinsip yang terkandung dalam dua sumber pengajaran Islam dengan 

mengikatnya kepada Maqashid al-Syariah. Di mana dengan perhumbungan dengan  Maqashid Al-

Shariah ini, kajian ini lebih menonjol kalua ditinjau dalam bentuk manusia dalam setiap taklif 

daripada Allah yang diturunkan. Menurut Al-Syathibi, Shari'ah dengan tujuan mewujudkan akhlak 

manusia di dunia maupun di akhirat. Atau undang-undang itu disysar'atkan untuk masa depan 

hamba itu. Sekali lagi diperluas oleh kenyataan Al-Syathibi, boleh dikatakan bahawa kandungan 

Maqashid Al-Silieria atau objektif undang-undang adalah masa depan manusia. Pandangan Al-

Syathibi seperti apa-apa lagi kerana mereka tahu pemahaman bahawa kewajipan (Taklif) telah 

diwujudkan. 

   Dan tidak  terlihat satu pula dari perintah Allah  yang tidak punyai tujua, pasti ada tujuan,  

supaya apabila undang-undang tidak mempunyai tujuan, ia adalah perkara yang sama seperti 

beban sesuatu yang tidak bisa  dilaksanakan (taklif yutaq saya). Oleh itu, adalah jelas bahawa 

undang-undang tidak dibuat untuk undang-undang itu sendiri, melainkan jika ia dibuat untuk tujuan 

lain. 

   Muhammad Abu Zahrah pernah  berkata matlamat utama undang-undang Islam adalah 

biologi; Tiada undang-undang Disysar'atkan Allah yang ditemui dengan dalam Al-Qur'an dan hadis, 

tetapi ada asas. Lebih daripada itu, terima kasih kepada analisis Maqashid Al-Syariah, Yayasan tidak 

hanya dilihat pada makna teknikal, tetapi dalam dinamika dan perkembangan undang-undang, 

undang-undang Disysar'atkan Tuhan terhadap manusia juga boleh dianggap sebagai sesuatu yang 

mengandungi nilai falsafah. 

  Tumpuan kepada Al-Shariah Maqashid dari Al-Syathibi, sebagai contoh, secara umumnya 

dihiasi dengan isi ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat termasuk antara Alia berhubung dengan Misi 

Rasulullah, seperti Firman Tuhan dalam Surat Al-Nisa '[4] Ayat 165, Surat Al-Anbiya' [21] Ayat 107, 

Surat Al-Dzariyat [51] Ayat 56 Dan surat Al -mulk [67] Ayat 2. 
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  Berkenaan isu-isu undang-undang, ayat-ayat Al-Quran yang bercakap, antara lain dari 

zakat. Atas dasar terdapat pada ayat-ayat tersebut, al-Syathibi, sebagai contoh, menunjukkan 

bahawa Maqashid al-Syariah dalam pengawasan adalah dalam hukum keseluruhan undang-

undang. Iaitu, Maqashid Al-Shariah ini boleh digunakan analisis masalah undang-undang yang tidak 

dimensi dimensi yang jelas dari fungsinya dengan mengkaji terma-terma Syariah dan tujuan 

keseluruhan Islam. Begitu juga dengan Sunnah, semua perkara yang telah diperolehi dari Nabi 

Muhammad telah melihat kata-kata, perbuatan dan taqir (penentuan) daripadanya; Ini tidak 

dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sunnah ialah penjelasan terhadap Al-Qur'an. The Hukumhukum keluar 

dari Al-Qur'an mula-mula mencari penjelasan di Sunnah / Hadis. 

  Di dalam Al-Qur'antelah menjelaskan  prinsip-prinsip yang berpautan dengan seluruh 

penilaian kehidupan. Ini barangkali sekurang-kurangnya disimpulkan dari Syariah Syar'at dalam 

ayat-ayat Alqu'an dengan bersama berpautan dengan ayat-ayat antara  cocok lain serta di faktor 

yang lain. ikatan seks ini serta bisa diamati dalam ikatan  Al-Quran dengan Sunnah, di mana Sunnah 

merupakan definisi mengenai Al-Qur'an. Kedua-dua asal muasal anutan Islam merupakan prinsip 

ataupun pangkalan  Maqashid Al-Syariah 

 

Dasar Hukum Mengenai Zakat Perusahaan  

   

 Dengan aspek hukum yang hal mengenai zakat perusahaan  yakni pedoman yang bertabiat 

normal, serupa  dengan perintah  Allah SWT berfirman  dalam surah Al-Baqarah ayat  267 “Hai 

orang-orang yang berkeyakinan,nafkahkanlah (di jalur  Allah) separuh  dari hasil ikhtiar mu yang 

baik -baik serta sepihak dari apa yang kita keluar kan dari dunia guna kalian.serta tidak 

diperbolehkanlah kalian memilih yang buruk-buruk kemudian kalian menafkahkan daripa serta ya, 

tengah itu kalian sendiri tidak bersedia mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. serta  ketahuilah, kalau  Allah Maha berkecukupan lagi Maha baik”. Dasar hukum ini 

pula di riwayatkan hadist nabi yang dibawakan  oleh Imam Bukhari (hadist ke-1448): “Dari 

Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia menuturkan andaikan Abu Bakar Shidiq 

menulis tulisan yang berisikan perintah zakat  oleh Rasulullah kepadan jugaya: “Janganlah 

digabungkan serupa yang terpisah dan juga janganlah pula dipisahkan serupa yang tersatu (bersatu 

berkawan ) lantaran  gelisah  menghasilkan zakat. serta apa-apa yang digabungkan dari 2 orang 

yang bersatu berkawan (berserikat ), sampai keduanya mesti diberlakukan selaku  sepadan ” (HR. 

Bukhari) berasal pada  hadis itu, eksistensi selaku  perantara  ikhtiar  selaku institut hukum. karna di 

antara perseorangan itu keluar dialog, meminjam, menjual, bersinggungan dengan pihak luar, serta 

pula menjalakan peranan sepadan. segala kewajiban serta hasi kesimpulannya pula dinikmati 

bersama bersama, tertera di dalamnya keharusan pada Allah SWT dalam bentuk sokongan . 

Unsertag-undang nomor. 38 tahun 1999, perihal  pengurusan zakat, sesi IV bagian 11 ayat (2) bagian 

(b) dikemukakan kalau  di antara utama sumbangan  yang harus dikeluarkan zakatnya yakni 

perdagangan dan perusahaan 

 

Regulasi Zakat  Perusahaan  yang diterapkan  di Indonesia  

  

 Indonesia ialah negara terbesar di asia tenggara maupun dunia dan memiliki ribuan 

kepuluan dan dengan penduduk yang besar termasuk 10 besar di dunia sebanyak 274 juta jiwa, dan 

islam juga mayoritas di negara Indonesia, islam di Indonesia dengan penduduk 237.53 juta jiwa per 

31 desember 2021 berdasarkan data kementrian dalam negeri (kemendagri) dengan setara 86,9% 

dari populasi indonesia, dan islam di Indonesia terbanyak nomor 1 di dunia setidaknya pasti mampu 

menunaikan zakat lebih-lebih zakat perusahaan yang potensi yang cukup besar yaitu 114 triun atau 

dengan persentase sebesar 52,5% dari kemampuan zakat, perhitungan pemberian zakat 

perusahaan yang dapat diakumulasi  majelis   pengelola  pemberian   amat   kecil. BAZNAS  saja, 

pada 2013, layak menghimpun Rp5,3 miliar  (institut  zakat Nasional, 2014). manajemen kebaikan 
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diawali beriringan pada 26 Juli 1999 yakni   dengan keterangan  pemerintah  yang di awali  oleh 

Menteri Agama. mengatasi permintaan  pemimpin DPR RI nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999. 

   Bersamaan  dengan itu, pada bertepatan pada 23 September 1999, diundang- undang 

nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan zakat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 perihal 

pengelolaan zakat terdiri dari 10 penilaian yang memuat 25 perkara  (terkemuka , 2014; berpaha, 

2003). Dalam pengelolaan  kemaslahatan  tahun 2011 UU nomor 38 tahun 1999 perihal 

terbentuknya pengelolaan  zakat  direvisi selaku UU nomor. 23 Tahun 2011 dan dilengkapi dengan 

terbitnya peraturan negeri (PP) nomor.14 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2011 dituturkan bahwa  

untuk  mengaplikasikan pengelolaan zakat, pemerintah  menciptakan BAZNAS positif di tingkatan 

pusat, provinsi, dan kabupaten kota (Ridwan, 2016). dituturkan pula bahwa  instansi usaha  alias 

perusahaan  itu pula diduga  bertipe muzakki (Hakim , 2015). 

Undang-undang  itu meliputi tindakan pemograman, pengumpulan, penjatahan dan 

eksploitasi    amal sebagai integratif  oleh institut Amil amal Nasional (BAZNAS) yang diatur negeri 

dan  aturan Amil  Zakat  (LAZ) yang diatur oleh publik. Terbitnya  peraturan  penerapan 

 

Nishab Dan Kadar Zakat  

   

Para ulama  mempersamakan zakat  perikhtiar ini pada zakat  perdagangan, lantaran dilihat  

dari perspektif sah serta ekonomi aktivitas serupa perusahaan  intinya berpatokan  pada aktivitas  

trading maupun permenjualan. Oleh karna  itu, selaku jumlah Batasan zakat perusahaan seharga  

emas serta perak, adalah 85gr emas serta zakat nya 2,5% dari asset (bukan dari manfaat ), adalah 

duit  (kas) maupun benda yang di dagangkan maupun sediaan) yang ditaksir dengan harga duit, 

seterusnya dikurangin dengan pinjaman -hutangnya. Dengan sabda lain, perkiraan zakat  kongsi 

ialah didasarkan pada keterangan finansial (neraca) dengan menurunkan tanggungan mudah  

menurut aktiva mudah. ada pula pola perkiraan zakat  perniagaan berasas assets yang dimilki 

terdiri dari : 

 

1. Dalam hal ini harta  struktur duit kontan, yang terdiri dari kas serta duit 

2. Harta dalam struktur sediaan benda dagang serta aktiva berwujud media serta infrastruktur 

3. Kekayaan atau harta berwujud piutang usaha maupun piutang dagang Ketiga struktur harta 

kena zakat  itu bakal dihitung serta dikurangi harta yang berwujud aktiva senantiasa (media 

serta infrastruktur) serta tanggungan-tanggungan yang dipunyai pada akhir tahun pembayaran 

zakat. 

     

 Secara normal zakat sudah disasehinggan dengan pemberian perusahaan  terhadap 

perdagangan, dengan pertegasan  Abu Ubaid dalam buku Amwal mengartikan apabila “apabila 

sudah menyentuh batasan periode buat melunasi pemberian, perhatikanlah apa yang kalian punya, 

bagus berbentuk uang (uang tunai) ataupun barang-barang yang diperjualbelikan (planing), selepas 

itu angka lah dengan nilai duit, serta hitunglah hsangkutan mu dengan apa yang kalian punya”. 

maka mampu diketahui apabila pola estimasi peran serta perusahaan , didasarkan pada data 

finansial  (neraca) dengan kurangi kelayakan buat aset mudah. ataupun segala harta (tidak 

tercantum perantara serta prasarana ) ditambah pemanfaatan, dikurangi pembayaran utang serta 

keharusan yang lain, maka 2,5% dikeluarkan selaku zakat. sementara itu pembahasan lain 

mengartikan apabila yang mesti dikeluarkan buat zakat hanyalah keuntungannya saja 

  Dari pemahaman itu sanggup dimengerti apabila kalau pola spesifikasi  lebih tepat  adalah 

dasar neraca semacam yang dipaparkan oleh para ulama, dengan mempersamakan hadirnya 

perdagangan dengan kurangi aktiva laju  dengan keharusan laju, masing-masing pola diperkirakan 

terikat dengan spesifik masing-masing perusahaan yang sah serupa. Dalam perihal zakat, pokok 

neraca tidak bisa cocok kalau Anda  ada perusahaan jasa yang mempunyai modal dalam 

kapasitasnya bukan modal berupa, sehingga pokok keuntungan patut lebih sesuai buat ini kategori 

perusahaan jasa, uraian dari zakat perusahaan nyaris sejenis dengan zakat perdagangan dan juga 
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penanaman modal kelainannya serta dalam pemberian perusahaan bersumber dari pemilik alias 

pemegang saham. Dengan hukum berlaku seperti selanjutnya 

1. jikalau  perusahaan  berkecimpung  segi usaha dalam perdagangan sehingga  perusahaan  itu 

menghasilkan  harta cocok  dengan peraturan  zakat  perdagangan. kandungan zakat  yang 

dikeluarkan sebesar 2,5 %. 

2. Sekiranya perusahaan itu berkecimpung dalam bidang penciptaan  sampai  zakat   yang 

dikeluarkan cocok  dengan peraturan zakat   investasi. Dengan semacam itu sokongan kongsi 

dikeluarkan pada kala menciptakan tengah itu modal tidak dikenai zaka. isi zakat yang 

dikeluarkan sebesar 5 % buat pendapatan bersih dan juga 10 % buat pendapatan kotor. Harta 

perniagaan ialah harta yang dipergunakan guna diperjualbelikan apik dituntaskan oleh individu 

atau kelompok/syirkah (PT, CV, PD, kongsi), azas pendekatan zakat perniagaan 

a. Nishabnya yaitu 85 gram emas serta pemberian yaitu 2,5%. 

b. Cerminan kalkulasinya ialah annual report garis dasar (informasi tahun) 

c. Obyeknya merupakan aktiva laju aataupun  profit/laba, tercantum  pemberian , royalty, hasil 

menyewa  asset, jarak  kurs/revaluasi atau penghargaan  berwujud harta yang di dapat. 

d. Tidak dikenakan pada penanaman modal 

e. Semua  tanggungan  perusahaan  yaitu unsur pengurangan yang telah dijumlahkan total 

zakat yang telah dihitung 

f. Dagangan yang harus halal tidak boleh yang haram 

g. Di hitung dengan after tax 

h. Untuk perusahaan yang tidak mempunyai keterangan (keterangan keuntungan rugi  

finansial serta keterangan arus kas) maupun memilikinya tapi tidak sempurna dihitung 

dengan menggunakan cara estimasi. 

i. Besar dari jumlah yang telah dihitung dari zakat yang wajib dikeluarkan yaitu bersumber 

pada “book value”. 

j. Usaha  patungan dengan non orang islam labanya harus dipisahkan selaku sepadan 

bersumber pada modal masing-masing. 

k. Bagi sudah dikeluarkan zakat nya tidak lagi sebagai unsur zakat  yang diperhitungkan. 

l. bangun rugi tahun berlanjut tidak diperkenankan dikurangkan pada pendapatan  tahun 

berjalan. 

m. Apabila tidak mengharuskan melunasi zakat  dalam struktur duit, alkisah bisa menukarnya 

dengan modul lain yang berbobot serta bisa diperjualbelikan pada pihak lain. 

n. Diperkenankan melunasi zakat  angsuran selaku dimuka kurun waktu . 

o. seandainya terjalin likuidasi , sehingga  zakat nya diperhitungkan dari sepenuhnya kekayaan 

perusahaan , serta harganya bersumber pada “harga jual” 

 

   Dari ulasan diberlandaskan, amal perusahaan  oleh para ulama  kontemporer dianalogkan 

dengan zakat  perdagangan, lantaran perusahaan  pada hakekatnya sesuatu bidang usaha dagang 

yang kegiatannya merupakan perdagangan yang bisa berupa perusahaan, perusahaan  dagang, CV, 

Koperasi, PT serta sejenisnya. sehingga pola kalkulasi zakat perseroan didasarkan pada laporan  

finansial (neraca) dengan mengentengkan tanggungan laju berlandaskan aktiva laju. sistem kalkulasi 

ini lazim diujarkan dengan prosedur sya'iyyah yang butuh dilihat dalam perhitungan zakat 

perusahaan  merupakan utamanya melaksanakan bermacam pendaan berlandaskan nilai aktiva 

lancer serta tanggungan periode pendek yang setelah itu diselaraskan dengan tuntutan syari'ah, 

kayak pendaan atas pemasukan bunga, serta pemasukan terlarang mulia dan juga subhat yang ada. 

sementara itu asset senantiasa tidak tercantum yang diperhitungkan ke dalam harta yang 

dikenakan zakat, lantaran asset itu tidak guna diperjualbelikan. kandungan zakatnya merupakan 2,5 

%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
  

Kesimpulan 

 

Pengertian zakat  yakni bagian dari harta dengan kondisi yang Allah wajibkan pemiliknya 

buat berikankan pada yang berwenang menerimanya dengan kondisi pula. Dalam tentang ini 

banyak sekali poin-poin Al-Qur'an serta sabda rasul yang membuktikan dasar tanggung jawab 

dalam memberi hadiah, antara lain surah al-Baqarah ayat 43, 267, surah al-An'am ayat 14, serta 

surah. al-Taubah ayat 103. 

Dalam Islam, berikan merupakan separuh dari kekayaan yang diserahkan oleh pemeluk  

Islam terhadap orang yang berwenang menerima (fakir  miskin) yang didasarkan pada panggilan 

Allah dengan tujuan memperoleh pertolongan, pemurnian jiwa serta pula  pertumbuhan  banyak 

orang. kebajikan, tapi dalam perihal ini jua perlu dimengerti jika berikan  bukan semata-mata belas 

kasihan  sayang orang yang dapat terhadap mereka yang tidak dapat, tapi berikan merupakan 

tanggung jawab orang yang dapat serta juga  hak orang miskin, beban  berikan merupakan 

tanggung jawab yang tidak cukup terikat dengan kebijakan yang kelihatan, tapi adalah prosedur. 

bersumber pada penjelasan di atas, sehingga  penggunaan anggaran zakat dalam bermacam 

inovasi distribusi dikategorikan selaku selanjutnya: mula-mula, pola penyaluran  nal kepribadian  

konsumtif tradisional , ialah pemberian yang disalurkan terhadap mustahik guna dipakai dengan 

cara  langsung, seperti  dengan pemberian fitrah yang diserahkan terhadap fakir  miskin guna 

melengkapi  kepentingan sehari-hari dan juga zakat mal yang disalurkan terhadap korban musibah  

alam. 

Definisi maqashid al-syariah itu sendiri memiliki berdasar pada 2 sumber kaidah Islam 

adalah al-Qur’an serta perkataan nabi seperti itu, dasar hukum paling utama dalam bagian  

mu’amalah dibesarkan oleh para alimulama , di antara lain yaitu al-Syathibi yang  berupaya 

meningkatkan penting maupun prinsip yang ada dalam 2 asal usul prinsip  Islam itu dengan dengan 

dihumbungkan dengan maqashid al-syariah. 

   Pemikiran Al-Syathibi semacam ini tidak lain lantaran didasarkan memiliki pokok  

penjelasan  bila  dimulainya serupa peran berbentuk mewujudkan kemaslahatan hamba; serta tidak 

ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, semua mempunyaintujuan, jadinya  kalau 

hukum tidak mempunyai tujuan, akibatnya selaras dengan melepaskan objek yang tidak mampu 

dijalani (taklif ma la yutaq), lebih dari itu, dengan  kajian maqashid al-syariah, kegunaan tidak cukup  

dilirik dari aspek  teknis saja, namun dalam usaha menggerakkan serta pula memajukan hukum-

hukum, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dengan cara individu serta mampu dilihat 

sebagai entitas, yang mempunyai nilai filosofis. 

Apa yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan hal-hal serta prinsip-prinsip dasar yang 

berhubungan dengan penghitungan kehidupan sebagai keseluruhan, 2 asal gagasan prinsip-prinsip 

Islam yang dijadikan dasar maupun prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Dasar hukum pengenaan 

hibah perusahaan merupakan dalil-dalil yang berlaku umum , semacam: perintah Allah SWT dalam 

surah Al-Baqarah ayat 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usaha muyang baik-baik dan sebagian  dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu 

  Landasan hukum ini juga ditunjang dengan hadits rasul yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari (hadis ke-1448): “Dari Muhammad bin Abdillah al-Ansari dari ayahnya, katanya ketika Abu 

Bakar Shidiq menulis pesan yang berisi perintah yang diberikan rasul kepada pengikutnya : “Jangan 

mencampuradukkan hal-hal yang terpisah dan tidak terpisahkan, hal-hal yang bercampur 

(berhubungan) karena takut mengeluarkan zakat, 23 tahun 2011 mengatakan bahwa untuk 

mengelola zakat, negara membuat BAZNAS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota (Ridwan, 

2016). Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 

11surah dan 47 hal tentang pengelolaan hibah yang juga dituntut jika badan usaha alias perusahaan 

juga termasuk dalam kelompok muzakki (lihat, 2015) 
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  Undang-Undang tu mencakup perencanaan, pengumpulan, pengalokasian, serta 

penggunaan  hadiah dengan cara integratif oleh lembaga Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) yang diatur 

oleh negara  serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur oleh publik. Nishab emas dan perak, ialah 

85 gr emas dan sumbangannya yaitu 2,5% dari harta (bukan dari manfaat ), ialah uang  (kontan) 

ataupun barang yang sedia diperjualbelikan ataupun saham) yang estimasi sejumlah  uang , setelah 

itu dikurangi dengan hutang. 

  Harta berupa piutang dagang atau piutang penjualan. Tiga ketentuan mengenai harta yang 

boleh dizakati yaitu diperhitungkan dan dipotong dari harta berupa harta tetap (persyaratan dan 

sarana) serta kedudukan dan kewajiban yang dilaksanakan pada akhir tahun membayar zakat. 

Dalam perdagangan, menurut kesimpulan Abu Ubaid dalam bacaan Amwal, “Anda mencapai celah 

ketika membayar zakat, perhatikan apa yang Anda miliki, baik berupa uang (tunai) atau materi yang 

siap untuk diperdagangkan. (persiapan) terus menghitung jumlah uang, dan menghitung hutang 

Anda untuk apa yang Anda miliki." 

 Dari pengertian di berdasarkan bisa dimengerti jika pola estimasi yang lebih proporsional  

yakni dasar neraca yang pernah dijabarkan oleh para ulama dengan menganalogikannya dengan 

zakat  profitabel  dengan kurangi aset dengan peranan, masing-masing pola diperkirakan  sebagai 

tertentu terikat dengan tiap perusahaan yang nilai pada zakat dasar neraca,  jelas tidak sesuai 

diimplementasikan terdapat perusahaan itu sendiri yang mempunyai modal berwujud intelijen 

bukan aset riil, jadinya landasan profit tentu akan lebih sesuai buat perusahaan kategori ini, jikalau 

ada pembubaran, sehingga zakat dihitung dari segenap harta perusahaan, serta nilainya diawali dari 

“harga” jualnya” Dari pengertian di berdasarkan,fitrah perseroan oleh para rohaniwan kontemporer 

dianalogikan dengan zakat usaha, sebab perusahaan pada hakikatnya yakni serupa faktor upaya 

upaya yang kegiatannya berdagang yang mampu di berwujud perseroan, perseroan menjual, CV, 

koperasi, PT serta sejenisnya. 

   Dalam metode perhitungan ini, biasa disebut prosedur sya'iyyah, yang perlu diperhatikan 

dalam menghitung zakat perusahaan, yang utama adalah menerapkan berbagai perbaikan sesuai 

dengan harga aset yang mudah dan persyaratan jangka pendek yang kemudian disamakan dengan 

syari'at. provisi, perubahan sesuai dengan pendapatan bunga, dan pendapatan. donasi serta subhat 

lainnya. 

 

Saran  

  

Seharusnya pemerintah harus mengeluarkan undang undang tetntang adanya zakat 

perusahaan walaupun dalam hal zakat perusahaan tersebut telah dibuatkan undang undang, 

setidaknya pemerintas harus bersikap tegas terhadapat perusahaan yang cukup besar dan baznas 

harus mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut harus kasih orang 

yang tidak mampu demi mengatasi kemashalatan umat, karena Indonesia mayoritas agama islam 

setidaknya pasti ada mampu untuk menunaikan zakat terutama bagi perusahaan  
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